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ABSTRAK

Ulya Sabina Putri (21042367) :  Implementasi Program Keluarga
Harapan (Pkh) Di Kecamatan Lubuk
Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan
XX: Tinjauan Terhadap Efektivitas

Pendataan Dan Ketepatan Sasaran
Pembimbing ¢ Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam
upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat
kepada keluarga miskin dan rentan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan
berbagai permasalahan, khususnya terkait efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran
penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung, khususnya dalam menilai

sejauh mana efektivitas proses pendataan serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis
penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn
(1975) yang menekankan enam variabel utama, yaitu kejelasan tujuan dan standar
kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi
pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu,
untuk mengukur efektivitas program digunakan teori Subagyo dalam Budiani (2009)
yang meliputi indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan,

dan pemantauan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Lubuk

Begalung secara administratif telah berjalan sesuai prosedur, namun secara substantif



masih belum optimal. Permasalahan utama terletak pada lemahnya validasi dan
pemutakhiran data penerima manfaat, sehingga menyebabkan terjadinya
ketidaktepatan sasaran, baik dalam bentuk inclusion error maupun exclusion error.
Selain itu, kurangnya verifikasi lapangan, ketidaksinkronan data antarinstansi, serta
terbatasnya akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan turut memperburuk
efektivitas program. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya keluarga miskin yang
tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima justru tidak lagi memenuhi

kriteria.

Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan yang lebih akurat
dan berkelanjutan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi peran
pendamping dan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi data. Dengan
demikian, diharapkan implementasi PKH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran,
dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Implementasi Kebijakan,

Efektivitas Pendataan, Ketepatan Sasaran
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu kendala utama dalam pembangunan suatu
negara, dan hingga kini masih menjadi tantangan global. Hampir seluruh negara di
dunia, termasuk Indonesia, menghadapi permasalahan ini. Kemiskinan muncul
karena keterbatasan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang,
pangan, dan papan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup
masyarakat, termasuk masalah di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, dan akses
terhadap sumber daya penting lainnya. kemiskinan adalah situasi di mana individu
atau kelompok tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan hidup.
Selain itu, kemiskinan juga dipicu oleh keadaan masyarakat yang kurangan baik dari

segi kebutuhan material maupun non-material (Fajri, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan berbagai anggaran untuk
mendukung program dan kegiatan yang dirancang guna menekan angka kemiskinan.
Upaya tersebut tidak hanya sekadar memberikan bantuan kepada masyarakat miskin,
tetapi juga mencakup langkah-langkah dalam mengidentifikasi akar persoalan
kemiskinan serta mencari solusi penyelesaiannya. Salah satu program yang secara

langsung berkaitan dengan isu ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH).



PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan dengan syarat tertentu.
Artinya, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima wajib memenuhi sejumlah
kewajiban yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial agar dapat terus
memperoleh bantuan. Tujuan dari program ini bukan hanya untuk mengurangi angka
kemiskinan, tetapi juga untuk memastikan ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang
disabilitas bisa mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Sementara itu, anak-
anak usia sekolah pun memperoleh dukungan agar bisa mengakses pendidikan
dengan lebih mudah. Lewat program ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia
memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati layanan kesehatan dan

pendidikan, tanpa terkendala masalah finansial (Saragi et al., 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diperkenalkan pada tahun
2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada
tahap awal, program ini masih bersifat uji coba (pilot project) di tujuh provinsi
dengan sasaran sekitar lima ratus ribu keluarga sangat miskin. Seiring berjalannya
waktu, PKH mengalami perluasan cakupan secara bertahap hingga akhirnya
diterapkan secara nasional pada kisaran tahun 2013-2016, terutama ketika
pemerintah mulai menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang kini dikenal
sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perubahan sistem pendataan ini
menjadi titik penting dalam pengelolaan bantuan sosial karena berpengaruh langsung
terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat. Meskipun PKH telah dimulai sejak

tahun 2007, implementasi secara luas dan berkelanjutan baru benar-benar terjadi



beberapa tahun setelahnya, terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hingga saat ini, permasalahan terkait akurasi data dan ketepatan sasaran masih sering
ditemukan di berbagai daerah. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pendataan dan
ketepatan sasaran PKH tetap relevan untuk dilakukan sebagai bentuk evaluasi
terhadap efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial

masyarakat miskin.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia didasarkan pada
sejumlah regulasi nasional yang menjadi fondasi hukum dalam upaya intervensi
sosial terhadap keluarga miskin. Secara yuridis, program ini merujuk pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang secara eksplisit
mengatur kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya
kelompok rentan, melalui pemberian bantuan sosial. Ketentuan tersebut kemudian
dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Penanganan Fakir Miskin, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara

pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program sosial seperti PKH.

Pada level daerah, implementasi PKH diperkuat melalui regulasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di Sumatera Barat, payung hukumnya tertuang
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar arah kebijakan sosial



provinsi, termasuk pelaksanaan PKH. Adapun di Kota Padang, pelaksanaan teknis
program ini didukung oleh Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2020,
sebagai revisi dari Perwali No. 21 Tahun 2019, yang mengatur tata cara pemberian
hibah dan bantuan sosial daerah. Peraturan ini memastikan bahwa implementasi PKH
di Kota Padang berlangsung secara akuntabel, transparan, dan efisien (Putri & Putra,
2024). Rangkaian kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah ini menunjukkan bahwa
PKH merupakan program dengan struktur kebijakan yang terintegrasi secara vertikal,

namun tetap mempertimbangkan konteks dan karakteristik lokal.

Kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) secara resmi
dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang menjadi
pijakan utama dalam pelaksanaan program ini hingga sekarang. Namun, cikal bakal
kebijakan PKH sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2007, yang saat itu masih
berbentuk keputusan. Dasar hukumnya tertuang dalam Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/Kep/MENKO-KESRA/IX/2007 tentang
pembentukan Tim Pengendali Program Keluarga Harapan. Keputusan tersebut
menjadi pedoman dalam implementasi awal PKH sebagai upaya mengurangi angka
kemiskinan di Indonesia. Artinya, kalau dulu PKH dijalankan berdasarkan keputusan
menteri, kini program ini telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam

bentuk peraturan resmi (Anggraeni & Nugroho, 2022).



Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, seluruh program
bantuan sosial dan pemberdayaan dalam penanganan fakir miskin harus didasarkan
pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data utama
dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara
terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, di lapangan masih
ditemukan masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai penerima Program
Keluarga Harapan (PKH), yang menunjukkan bahwa pemutakhiran data belum
dilakukan secara maksimal. Padahal, pembaruan data sangat penting untuk
mengetahui kondisi terkini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menjadi acuan
utama dalam proses verifikasi, penyaluran, serta penghentian bantuan. Namun
demikian, pemutakhiran ini belum dilakukan secara berkala dan terjadwal. Selain itu,
keterbatasan kapasitas petugas pendataan awal juga berdampak pada kualitas data
yang dihasilkan. Akibatnya, masih ditemukan kasus data penerima PKH yang telah
pindah domisili tetapi belum dihapus dari sistem, sehingga mengganggu ketepatan

sasaran dalam penyaluran bantuan (Syahidah et al., 2023).

Berdasarkan hasil temuan bahwa di lapangan masih banyak warga yang
secara ekonomi tergolong mampu namun tetap tercatat sebagai penerima manfaat
Program Keluarga Harapan (PKH). Sebaliknya, masih terdapat warga miskin yang
tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tidak
memperoleh bantuan sosial. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang

cukup besar antara data administratif dan kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya.



Ketidaksesuaian tersebut diperparah oleh lemahnya sistem verifikasi di tingkat akar
rumput, khususnya di lingkungan RT/RW dan kelurahan. Selain itu, belum
optimalnya integrasi data antara DTKS dengan sistem elektronik PKH (e[l PKH)
mengakibatkan masih digunakannya data lama yang tidak lagi mencerminkan situasi

sosial ekonomi terkini para penerima bantuan.

Masalah ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial di Indonesia
sejalan dengan temuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
yang mengungkapkan bahwa akurasi penyaluran bantuan hanya berada pada kisaran
50 hingga 54 persen secara nasional. Artinya, hampir separuh dari bantuan yang
diberikan berpotensi salah sasaran, baik dalam bentuk inclusion error di mana
individu yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan maupun exclusion
error, yaitu ketika mereka yang seharusnya menerima justru tidak terdata.
Ketidaktepatan ini berdampak negatif, khususnya bagi kelompok miskin yang sangat
membutuhkan bantuan, dan turut melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap
efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah

(Tatu Stius et al., 2024).

Dengan demikian, meskipun Program Keluarga Harapan bertujuan untuk
meningkatkan  kesejahteraan = masyarakat  kurang —mampu, keberhasilan
pelaksanaannya sangat bergantung pada keakuratan data dan ketepatan dalam
menetapkan penerima manfaat. Permasalahan yang berkaitan dengan pendataan serta

distribusi bantuan yang belum merata dapat mengurangi efektivitas program, bahkan



berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu,
diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan PKH, khususnya
dalam aspek efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran, agar program ini dapat
benar-benar menyentuh keluarga miskin yang paling membutuhkan secara adil dan

tepat.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya mengenai
tinjauan terhadap efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran ini masih menjadi
kendala, misal di kecamatan lubuk begalung Pelaksanaan PKH di Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang, secara umum telah berlangsung sesuai prosedur
administratif. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan
mendasar, terutama dalam hal efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran. Sebagian
keluarga miskin yang seharusnya layak menerima bantuan justru terlewat dari daftar
penerima, sementara keluarga dengan kondisi ekonomi yang relatif mampu tetap
menerima bantuan secara berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan adanya
ketimpangan dalam sistem pelaksanaan yang seharusnya mengedepankan prinsip

keadilan sosial.

Hasil verifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kecamatan Lubuk Begalung kelurahan gurun laweh menunjukkan masih lemahnya
validasi data. Dari total penerima, tercatat sebanyak 435 Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) memiliki status valid, sementara 70 KPM dinyatakan tidak wvalid, yang

berpotensi membuat keluarga miskin tidak tercatat dalam Data Terpadu



Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau kehilangan hak atas bantuan akibat kesalahan
administratif. Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga masih terjadi. Dari 215 KPM
yang dianalisis, hanya 171 yang tepat sasaran, sedangkan 44 KPM tidak tepat
sasaran. Ketidaktepatan ini tidak hanya disebabkan oleh pemadanan data antarinstansi
yang belum akurat, tetapi juga akibat pemutakhiran DTKS yang belum optimal,
sehingga data penerima tidak mencerminkan kondisi sosial-ekonomi terbaru. Situasi
ini semakin diperburuk oleh ketiadaan verifikasi langsung di lapangan, sehingga
bantuan terhenti meskipun penerima sebenarnya masih memenuhi syarat (Wawancara
dengan ibu della, 2025).

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang signifikan di
Kecamatan Lubuk Begalung. Berdasarkan data penerima Program Keluarga Harapan
(PKH), terdapat sekitar 3.254 keluarga di wilayah ini yang tercatat sebagai
masyarakat miskin penerima bantuan sosial. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa
sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan
membutuhkan intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar serta
meningkatkan taraf hidup. Situasi ini juga menggambarkan bahwa tantangan sosial-
ekonomi di tingkat lokal, seperti keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya
pendapatan, dan ketimpangan akses terhadap layanan publik, masih cukup nyata.
Oleh karena itu, diperlukan upaya validasi dan penyaluran bantuan yang lebih akurat
agar program PKH dapat benar-benar menjangkau keluarga yang berhak menerima

manfaatnya.



Permasalahan semakin kompleks ketika sistem digitalisasi yang diterapkan
pemerintah seperti melalui aplikasi Cek Bansos tidak sepenuhnya bisa diakses oleh
seluruh kalangan masyarakat, khususnya warga lanjut usia, masyarakat adat, dan
kelompok miskin perkotaan yang tidak memiliki perangkat atau akses internet.
Akibatnya, banyak warga yang seharusnya berhak malah tidak terdata dalam DTSEN.
Selain itu, ketidaksesuaian data antarinstansi dan lemahnya proses klarifikasi dari
warga yang merasa haknya hilang menjadi faktor lain yang menambah ketidakpuasan
terhadap pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Fenomena inilah yang terlihat dalam

salah satu kasus yang dialami oleh seorang warga lanjut usia :

“...Saya tinggal di rumah kecil yang berdiri di tanah pemerintah, penghasilan
tidak tetap, kerja seadanya. Awalnya saya dapat bantuan PKH, tapi tiba-tiba
berhenti. Katanya keluarga saya ada anggota TNI. Padahal tidak ada. Tapi
saya tidak pernah ditanya, tidak ada yang datang cek, dan saya pun tidak tahu
bagaimana cara klarifikasi.” (Wawancara ibu memar, 2025)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme pendataan
dan verifikasi yang seharusnya menjadi alat kontrol justru tidak difungsikan secara
maksimal. Warga kehilangan haknya tanpa adanya proses validasi yang transparan.
Situasi semacam ini menjadi contoh nyata lemahnya akurasi dan integritas data dalam

pelaksanaan PKH.

Selain masalah ketidaktepatan sasaran, kesalahan dalam validasi dan
pemadanan data antarinstansi juga menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan PKH
di Kecamatan Lubuk Begalung. Dalam beberapa kasus, penerima manfaat yang

sebenarnya masih sangat membutuhkan justru kehilangan haknya karena data yang
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tidak akurat. Salah satu sumber masalahnya berasal dari ketidaksesuaian data antara
sistem DTSEN dan lembaga lain seperti BPJS Ketenagakerjaan. Proses pemadanan
data yang dilakukan secara otomatis tanpa klarifikasi langsung ke lapangan membuat
warga yang bekerja serabutan dan berpenghasilan rendah dianggap tidak lagi layak
menerima bantuan, hanya karena muncul sebagai peserta aktif BPJS padahal mereka
tidak pernah secara sadar mendaftar atau tidak lagi aktif bekerja. Tidak adanya proses
klarifikasi dari pihak pelaksana ketika terjadi pemberhentian bantuan secara tiba-tiba
menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya mendukung transparansi justru
berpotensi menghasilkan ketidakadilan baru. Hal ini dibuktikan dalam wawancara

dengan bapak james yang menyatakan:

“...Masalahnya waktu itu saya dibilang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,
padahal saya nggak pernah merasa daftar. Saya cuma kerja serabutan, kadang
dipanggil kerja, kadang nggak. Tapi karena data itu, bantuan PKH saya
dicabut. Padahal anak saya masih sekolah semua. Nggak ada yang datang cek
atau nanya langsung, saya juga bingung harus ngadu ke mana.” (Wawancara
dengan bapak james rosal, 2025)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam sistem
pemadanan dan validasi data antarinstansi, tanpa proses klarifikasi langsung ke
lapangan, dapat berdampak serius pada hilangnya hak keluarga miskin atas bantuan
sosial. Ketika akurasi data tidak dijaga dan tidak ada mekanisme sanggah yang jelas,
maka keputusan administratif yang seharusnya berbasis pada kondisi riil justru
berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Kasus ini memperlihatkan pentingnya
pembaruan dan verifikasi data yang lebih inklusif, agar bantuan sosial seperti PKH

benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
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Di tingkat pelaksana, pemerintah Kecamatan Lubuk Begalung memiliki
tanggung jawab penting untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kondisi
nyata masyarakat yang membutuhkan. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan,
masih banyak kendala yang belum teratasi, khususnya dalam hal pendataan yang
akurat, pemerataan bantuan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi.
Meski pihak pelaksana sudah melakukan pendampingan dan pencocokan data secara
berkala, realitanya masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, serta
sistem verifikasi yang belum berjalan maksimal. Situasi ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan PKH di tingkat lokal masih membutuhkan evaluasi menyeluruh, agar
tujuan dari program nasional ini benar-benar bisa dirasakan oleh keluarga miskin
yang paling membutuhkan di daerah tersebut.

Berbagai persoalan dalam pelaksanaan bantuan sosial seperti Program
Keluarga Harapan (PKH) tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-
benar bisa dijalankan secara efektif di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn
(1975), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam
faktor penting, yakni kejelasan tujuan dan standar kebijakan, ketersediaan sumber
daya, komunikasi antarlembaga, karakter organisasi pelaksana, sikap dari para
pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi
kebijakan tersebut. Menurut Subagyo dalam Budiani (2009) keberhasilan efektivitas
dilihat sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang diharapkan efektivitas ini

dapat diukur melalui beberapa hal pertama ketepatan sasaran yaitu sejauh mana



12

penerima bantuan memang sesuai dengan kelompok yang membutuhkan kedua
sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi
program kepada publik dan peserta ketiga pencapaian tujuan program yaitu
kesesuaian hasil pelaksanaan dengan sasaran yang telah ditetapkan dan keempat
pemantauan program yang dilakukan setelah pelaksanaan untuk memastikan peserta
program benar-benar memperoleh manfaat yang seharusnya.

Seluruh unsur ini perlu berjalan searah agar kebijakan tidak hanya bagus di
atas kertas, tapi juga bisa memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat. Dalam
praktiknya di Kecamatan Lubuk Begalung, pelaksanaan PKH masih menghadapi
berbagai hambatan. Lemahnya proses validasi data penerima manfaat menunjukkan
adanya masalah dalam hal sumber daya dan standar pelaksanaan. Banyak keluarga
miskin yang tidak masuk dalam DTKS atau bahkan kehilangan bantuan karena
kesalahan administratif. Ketidaktepatan dalam menyalurkan bantuan juga kerap
terjadi akibat kurangnya sinkronisasi data antarinstansi, misalnya dalam pencatatan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang justru menyebabkan warga miskin dikira
mampu. Ini menunjukkan lemahnya komunikasi antarlembaga dan minimnya
verifikasi langsung di lapangan. Ditambah lagi, ketiadaan saluran pengaduan yang
mudah diakses oleh masyarakat membuat mereka sulit menyampaikan keluhan atau
klarifikasi ketika bantuan mereka dihentikan secara sepihak. Oleh karena itu, teori
implementasi dari Van Meter dan Van Horn sangat relevan digunakan untuk

menjelaskan berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH di tingkat
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lokal. Ketika unsur-unsur pelaksanaan kebijakan seperti standar yang jelas,
koordinasi yang baik, kemampuan pelaksana, hingga keterlibatan masyarakat tidak
berjalan beriringan, maka risiko terjadinya salah sasaran, exclusion error, hingga
ketidakadilan sosial akan semakin tinggi. Hal ini tentunya akan berdampak negatif
terhadap keberhasilan program dalam mengurangi kemiskinan secara adil dan merata.

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas tersebut, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung : Tinjauan terhadap
Efektivitas Pendataan dan Ketepatan Sasaran”

B. Identifikasi Masalah

1. Masih lemahnya validasi data penerima manfaat PKH di Kecamatan Lubuk
Begalung, yang menyebabkan keluarga miskin tidak terdata dalam DTKS
atau kehilangan hak atas bantuan karena kesalahan administratif.

2. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PKH yang terjadi akibat
pemadanan data antarinstansi yang belum akurat. Kesalahan ini membuat
sebagian warga miskin teridentifikasi sebagai keluarga mampu secara
ekonomi. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh tidak adanya verifikasi
langsung di lapangan, sehingga bantuan terhenti meskipun penerima
sebenarnya masih memenubhi syarat.

3. Tidak tersedianya saluran pengaduan yang memadai mengakibatkan

masyarakat sulit menyampaikan keluhan, apalagi ketika bantuan PKH
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mereka tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasan yang pada akhirnya
meningkatkan risiko ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dan untuk menjaga
agar permasalahan tidak meluas, serta mengingat keterbatasan penulis, maka

penelitian ini dibatasi pada mplementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di

Kecamatan Lubuk Begalung, dengan fokus pada efektivitas pendataan dan

ketepatan sasaran penerima manfaat. Kajian tidak mencakup seluruh aspek PKH

secara nasional, melainkan hanya pada permasalahan yang terjadi di wilayah
tersebut.
D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Lubuk Begalung, Kelurahan Gurun Laweh, dalam menjangkau keluarga
miskin dan rentan yang benar-benar berhak menerima bantuan, serta sejauh
mana program tersebut telah berjalan secara efektif?

2. Bagaimana efektivitas proses pendataan dalam program Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh
dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaanya?

E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

dalam menjangkau keluarga miskin dan rentan di Kecamatan Lubuk
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begalung Kelurahan Gurun Laweh berdasarkan fakta dan kondisi faktual di
lapangan.

2. Untuk mengetahui efektivitas proses pelaksanaan pendataan penerima
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung
Kelurahan Gurun Laweh serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang
muncul selama pelaksanaan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini
dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang
kebijakan sosial, administrasi publik, dan implementasi program bantuan
sosial di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi
bagi peneliti lain yang tertarik mendalami isu ketepatan sasaran dan
pendataan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Secara Praktis
a) Bagi Pemerintah Daerah dan Pelaksana Program PKH
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam
menyusun kebijakan atau langkah perbaikan yang lebih efektif terkait proses

pendataan, verifikasi, dan distribusi bantuan PKH agar lebih tepat sasaran.
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b) Bagi Masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pendataan sosial,
serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan atau pengaduan jika terjadi
ketidaksesuaian bantuan.

Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi Penelitian atau
pembanding bagi penelitian lain yang berkaitan dengan efektivitas
implementasi program bantuan sosial, khususnya dalam konteks efektivitas

sistem pendataan dan ketepatan sasaran di tingkat lokal.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti temukan mengenai

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Lubuk

Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan Terhadap Efektifitas

Pendataan dan Ketepatan Sasaran, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Kejelasan tujuan dan standar kebijakan: dalam pelaksanaan PKH telah
dirumuskan secara jelas dan mengacu pada regulasi yang berlaku,
sehingga secara normatif program memiliki arah yang terukur. Namun
demikian, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman di
kalangan pelaksana maupun masyarakat, yang menyebabkan penerapan
kriteria penerima bantuan di lapangan belum berjalan secara sama di
semua pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aturan
sudah jelas, namun pemahaman terhadap aturan itu belum sepenuhnya
sama di tingkat pelaksana maupun masyarakat.

2. Sumber daya: dalam pelaksanaan PKH masih menjadi salah satu kendala
utama, terutama terkait keterbatasan jumlah pendamping serta luasnya
wilayah kerja yang harus dijangkau. Keterbatasan ini berdampak pada

belum efektifnya proses pendataan dan verifikasi, sehingga masih

132
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terdapat potensi ketidaktepatan data penerima manfaat. Dengan demikian,
efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kapasitas
sumber daya pelaksana di lapangan.

Komunikasi antar organisasi pelaksana: telah dibangun melalui koordinasi
antara pendamping PKH, pihak kelurahan, dan instansi terkait, namun
dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat
dari lambatnya tindak lanjut terhadap pengaduan serta belum
terintegrasinya sistem informasi antar pelaksana, sehingga menimbulkan
ketidaksesuaian data dan kurangnya kejelasan alur penyelesaian
permasalahan di lapangan.

Karakteristik organisasi pelaksana: menunjukkan bahwa struktur dan
pembagian tugas telah terbentuk dengan cukup jelas, namun
efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi dan integrasi
antar aktor pelaksana. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya
proses verifikasi dan pendataan, sehingga masih terdapat ketidaktepatan
dalam penetapan penerima bantuan.

Sikap pelaksana: kebijakan secara umum menunjukkan komitmen dalam
menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku, khususnya melalui
proses verifikasi ulang terhadap usulan penerima bantuan. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat potensi subjektivitas

yang dipengaruhi oleh kedekatan sosial di lingkungan masyarakat,
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sehingga dapat memengaruhi objektivitas dalam penentuan sasaran
program.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik: masyarakat turut memberikan
pengaruh terhadap implementasi PKH, terutama dalam proses pendataan
dan validasi data. Tingginya mobilitas masyarakat, keterbatasan akses saat
pendataan, serta adanya pengaruh relasi sosial dalam pengusulan penerima
bantuan menyebabkan masih terjadinya ketidaksesuaian data dengan
kondisi riil di lapangan.

Pada aspek efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran: hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH belum sepenuhnya optimal.
Meskipun sebagian bantuan telah tepat sasaran, masih ditemukan kasus
inclusion error dan exclusion error, yaitu penerima yang tidak sesuai
kriteria tetap menerima bantuan, serta masyarakat yang layak namun
belum terdata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendataan dan
verifikasi masih memerlukan penguatan.

Sosialisasi program: telah dilaksanakan melalui berbagai forum dan
melibatkan unsur masyarakat, namun tingkat pemahaman masyarakat
terhadap mekanisme program belum sepenuhnya merata. Kondisi ini
menyebabkan masih adanya perbedaan persepsi terkait kriteria dan
prosedur program, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketepatan

pelaksanaan di lapangan.
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Tujuan program: PKH secara umum telah memberikan manfaat bagi
sebagian masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan pendidikan
dan kesehatan keluarga miskin. Namun demikian, pencapaian tujuan
tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala dalam
validitas data serta ketidaktepatan sasaran yang menyebabkan distribusi
bantuan belum sepenuhnya merata.
Pemantauan program: telah dilakukan melalui mekanisme laporan berkala,
kunjungan lapangan, dan evaluasi rutin, namun efektivitasnya masih
terbatas oleh kualitas data dan koordinasi antar pelaksana. Selain itu,
pemantauan yang ada masih cenderung bersifat reaktif terhadap
permasalahan yang muncul, belum sepenuhnya bersifat preventif dan
berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX dapat
dikatakan cukup berhasil dalam memberikan manfaat kepada sebagian
masyarakat miskin dan rentan. Namun demikian, efektivitas
pelaksanaannya masih belum optimal karena masih terdapat kendala pada
aspek pendataan dan ketepatan sasaran yang dipengaruhi oleh
keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar pelaksana, serta
belum maksimalnya verifikasi dan pemutakhiran data. Kondisi ini

menunjukkan bahwa meskipun program telah memberikan dampak
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positif, tetap diperlukan penguatan implementasi agar tujuan PKH dapat

tercapai secara lebih merata dan tepat sasaran.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan, maka terdapat beberapa

saran yang dapat diberikan, antara lain:

1)

2)

3)

4)

Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pelaksana PKH, diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pendataan serta memperkuat proses verifikasi dan
pemutakhiran data secara berkala, agar ketepatan sasaran penerima
bantuan dapat lebih optimal dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di
lapangan.

Bagi pendamping PKH, perlu meningkatkan intensitas koordinasi dan
komunikasi dengan pihak kelurahan serta masyarakat, khususnya dalam
memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait kriteria penerima dan
mekanisme program, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam
pelaksanaan di lapangan.

Bagi masyarakat penerima maupun calon penerima bantuan, diharapkan
dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang benar terkait
kondisi sosial ekonomi keluarga, serta tidak menyembunyikan perubahan
data agar proses pendataan dapat berjalan lebih akurat dan adil.

Bagi instansi terkait (Dinas Sosial dan pemerintah daerah), disarankan

untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan integrasi data
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antar lembaga, sehingga proses validasi data penerima bantuan dapat
dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian
yang lebih mendalam terkait efektivitas program PKH, khususnya pada
aspek dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat serta evaluasi keberlanjutan program di tingkat lokal.
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